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PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SASARAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) 2024

i 5 5
. Mengakhiri segala . Pada tahun 2030, mengurangi 1.1 Menurunnya tingkat . Kementerian Koordinator Bidang

bentuk kemiskinan setidaknya setengah proporsi laki- kemiskinan menjadi 6,0- Pembangunan Manusia dan

di mana pun. laki, perempuan dan anak-anak 7,0%. Tahun dasar Kebudayaan,;
dari semua usia, yang hidup September 2020: 10,19% 2. Kementerian Perencanaan
dalam kemiskinan di semua (Sumber data: Survei Sosial Pembangunan Nasional/Badan
dimensi, sesuai dengan definisi Ekonomi Nasional). Perencanaan Pembangunan
nasional. Nasional;

3. Kementerian . . .
SKX No (071001 C '
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3. Kementerian Keuangan,

4. Kementerian Sosial;

5. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Pemerintah Daerah Provinsi;

7. Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

2. Menerapkan secara nasional 2.1 Persentase penduduk yang 1. Kementerian Koordinator Bidang
sistem dan upaya perlindungan tercakup dalam program Pembangunan Manusia dan
sosial yang tepat bagi semua, perlindungan sosial: Proporsi Kebudayaan,;
termasuk kelompok yang paling penduduk yang tercakup 2. Kementerian Perencanaan
miskin, dan pada tahun 2030 dalam program jaminan Pembangunan Nasional/Badan
mencapai cakupan substansial sosial menjadi 98%. Tahun Perencanaan Pembangunan
bagi kelompok miskin dan rentan. dasar 2020: 82,07% (Sumber Nasional;

data: Dewan Jaminan Sosial | 3. Kementerian Keuangan;
Nasional). 4. Kementerian Sosial;

5. Kementerian Kesehatan;

6. Kementerian Ketenagakerjaan;

SK No 001340 C
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

Kementerian Pertahanan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Komisi Pemberantasan Korupsi;
Dewan Jaminan Sosial Nasional;
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan;

PT Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri

EK No 071046 C

(Persero) . . .
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18.

19.

20.
21.

(Persero);

PT Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
(Persero);

PT Asuransi Kerugian Jasa
Raharja;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

2.2 Meningkatnya cakupan
kepesertaan JKN menjadi
98% (2024). Tahun dasar

Dewan Jaminan Sosial
Nasional).

2020: 82,07% (Sumber data:

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Sosial;

SK No 001338 C
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6. Kementerian Kesehatan;

7. Kementerian Ketenagakerjaan;

8. Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K);,

9. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;

10. Pemerintah Daerah Provinsi;

11. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

2.3 Meningkatnya cakupan 1. Kementerian Koordinator Bidang
kepesertaan Sistem Jaminan Pembangunan Manusia dan
Sosial Nasional Jaminan Kebudayaan;

Sosial Bidang 2. Kementerian Perencanaan
Ketenagakerjaan menjadi Pembangunan Nasional/Badan
74,57% untuk pekerja formal Perencanaan Pembangunan
dan 25,94% untuk pekerja Nasional;

informal. Tahun dasar 2020: | 3. Kementerian Keuangan;
63,82% (formal) dan 3,21% 4. Kementerian Sosial;

(informal) (Sumber data: S. Kementerian Kesehatan;

SK No 053196 C
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Badaﬁ Penyelenggara —

“Tim Nasional Percepatah B

Jaminan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
Ketenagakerjaan). (TNP2K);
7. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan,
8. Kementerian Ketenagakerjaan;
9. Pemerintah Daerah Provinsi;
10. Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

3. Pada tahun 2030, menjamin 3.1 Meningkatnya akses air 1. Kementerian Koordinator Bidang
bahwa semua laki-laki dan minum layak menjadi 100%. Pembangunan Manusia dan
perempuan, khususnya Tahun dasar 2020: 90,21% Kebudayaan,;
masyarakat miskin dan rentan akses layak; Meningkatnya 2. Kementerian Perencanaan
memiliki hak yang sama terhadap rumah tangga yang memiliki Pembangunan Nasional/Badan
sumber daya ekonomi, serta akses akses sanitasi layak menjadi Perencanaan Pembangunan
terhadap pelayanan dasar, 90%. Tahun dasar 2020: Nasional;
kepemilikan, dan kontrol atas 79,593% (Sumber data: Survei | 3. Kementerian Keuangan;
tanah dan bentuk kepemilikan Sosial Ekonomi Nasional). 4. Kementerian Pekerjaan Umum
lain, warisan, sumber daya alam, dan Perumahan Rakyat;
teknologi baru, dan jasa S. Kementerian Kesehatan;

SK No 001336 C
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Kementerién Dalam Negeri;

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi,
Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

. Pada tahun 2030, membangun

ketahanan masyarakat miskin
dan mereka yang berada dalam
kondisi rentan, dan mengurangi
kerentanan mereka terhadap
kejadian ekstrim terkait iklim dan
guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan bencana.

4.1 Rata-rata korban akibat
bencana di daerah rawan
bencana maksimal sebesar
0,2 per 100.000 jiwa setiap
tahunnya (Sumber data:
RPJMN 2020-2024).

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;

Kementerian Sosial;

SK No 001335 C

7. Pemerintah . . .
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Pemerintah Daerah Provinsi;

7.
8. Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

4.2 Persentase potensi 1. Kementerian Koordinator Bidang
kehilangan PDB akibat Pembangunan Manusia dan
dampak bencana (persen Kebudayaan,;

PDB) sebesar 0,10% (Sumber | 2. Kementerian Perencanaan
data: RPUMN 2020-2024). Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Sosial;
6. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
7. Pemerintah Daerah Provinsi;
8. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

SK No 001334 C
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4.3 Jumlah penyusunan kajian
untuk kebijakan dan regulasi
penanggulangan bencana

1.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

SK No 001714 C

(kajian) sebanyak 50 2. Kementerian Perencanaan
dokumen. Tahun dasar 2019: Pembangunan Nasional/Badan
183 dokumen (Sumber data: Perencanaan Pembangunan
Badan Nasional Nasional,
Penanggulangan Bencana). 3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Sosial;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
8. Pemerintah Daerah Provinsi;
9. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
4.4 Jumlah . . .
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risiko dan tata ruang di
kawasan rawan bencana dan
pasca bencana sebanyak 55

dokumen. Tahun dasar 2020:

246 dokumen (Sumber data:
Badan Nasional
Penanggulangan Bencana).

Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Sosial;

Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

SK No 001332 C

5. Menjamin . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

“11-

5. Menjamin mobilisasi yang 5.1 Meningkatnya kualitas 1. Kementerian Koordinator Bidang

signifikan terkait sumber daya alokasi pendanaan prioritas Pembangunan Manusia dan

dari berbagai sumber, termasuk pembangunan dalam upaya Kebudayaan,;

melalui kerja sama pembangunan pengentasan kemiskinan 2. Kementerian Perencanaan

yang lebih baik, untuk khususnya dalam kerangka Pembangunan Nasional/Badan

menyediakan sarana yang kebijakan mikro melalui Perencanaan Pembangunan

memadai dan terjangkau bagi bantuan sosial dan ekonomi Nasional;

negara berkembang, khususnya produktif. Tahun dasar 2019: | 3. Kementerian Keuangan;

negara kurang berkembang untuk 15,54 (Sumber data: 4. Kementerian Sosial;

melaksanakan program dan Kementerian Keuangan). 5. Kementerian Desa,

kebijakan mengakhiri kemiskinan Pembangunan Daerah

di semua dimensi. Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Agama,;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

O N

5.2 Meningkatnya . . .

SK No 001331 C
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5.2 Meningkatnya kualitas
alokasi pendanaan prioritas
pembangunan terkait dengan
efektivitas pemanfaatan
anggaran pendidikan,
keberlanjutan pendanaan
dan penguatan tata kelola
perlindungan sosial serta
peningkatan pemanfaatan
anggaran kesehatan.

1.

ook

8.
9.
10.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Sosial;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Agama;
Kementerian Kesehatan;
Pemerintah Daerah Provinsi;

SK No 001715 C
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11, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

II. Menghilangkan
kelaparan, mencapai
ketahanan pangan
dan gizi yang baik,
serta meningkatkan
pertanian
berkelanjutan.

. Pada tahun 2030, menghilangkan

kelaparan dan menjamin akses
bagi semua orang, khususnya
orang miskin dan mereka yang
berada dalam kondisi rentan,
termasuk bayi, terhadap
makanan yang aman, bergizi, dan
cukup sepanjang tahun.

1.1 Menurunnya prevalensi

ketidakcukupan konsumsi
pangan (Prevalence of
Undemourishment-PoU)
menjadi 5%. Tahun dasar

2020: 8,34% (Sumber data:

Survei Sosial Ekonomi
Nasional).

1.2 Menurunnya prevalensi

penduduk yang mengalami
kerawanan pangan sedang
atau berat (Food Insecurity
Experience Scale/ FIES)
menjadi 4%. Tahun dasar

2020: 5,12% (Sumber data:

Survei Sosial Ekonomi
Nasional).

NGk

o

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Kesehatan,;
Kementerian Pertanian;
Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
Kementerian Sosial;

SK No 001329 C
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10. Pemerintah Daerah Provinsi;
11. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

2. Pada tahun 2030, menghilangkan

segala bentuk kekurangan gizi,
termasuk pada tahun 2025
mencapai target yang disepakati
secara internasional untuk anak
pendek dan kurus di bawah usia
5 tahun, dan memenuhi
kebutuhan gizi remaja
perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula.

2.1 Menurunnya prevalensi
stunting (pendek dan sangat
pendek) pada anak balita
menjadi 14%. Tahun dasar
2019: 27,7% (Sumber data:
Survei Status Gizi Balita
Indonesia 2019).

2.2 Menurunnya prevalensi
wasting (kurus dan sangat
kurus) pada anak balita
menjadi 7%. Tahun dasar
2019: 7,4% (Sumber data:
Survei Status Gizi Balita
Indonesia 2019).

1.

® NG

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Sekretariat Negara
(Sekretariat Wakil Presiden);
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,;
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Sosial,

SK No 001684 C

10. Kementerian . . .
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10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Kementerian Pertanian;
Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Kementerian Agama;
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Kementerian Perindustrian;
Badan Pusat Statistik;

SK No 0544E8 C

20. Badan . . .
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20. Badan Riset dan Inovasi
Nasional;

21. Pemerintah Daerah Provinsi;

22. Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota.

2.3 Meningkatnya Skor Pola 1. Kementerian Koordinator Bidang
Pangan Harapan (PPH) Pembangunan Manusia dan
menjadi 95,2. Tahun dasar Kebudayaan;

2020: 86,3 (Angka 2. Kementerian Koordinator Bidang
Kecukupan Energi: 2.100 Perekonomian;
kkal/kapita/hari) (Sumber 3. Kementerian Perencanaan

data: Direktori Konsumsi Pembangunan Nasional/Badan
Pangan 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Pertanian). Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Pertanian;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

NO gk

8. Kementerian . .

SK No 051487 C
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8. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

9. Kementerian Dalam Negeri;

10. Pemerintah Daerah Provinsi,

11. Pemerintah Daerah

pendapatan produsen makanan
skala kecil, khususnya
perempuan, masyarakat
penduduk asli, keluarga petani,
penggembala dan nelayan,
termasuk melalui akses yang
aman dan sama terhadap lahan,
sumber daya produktif, dan input
lainnya, pengetahuan, jasa
keuangan, pasar, dan peluang
nilai tambah, dan pekerjaan
nonpertanian.

menjadi Rp59,9 juta/tenaga
kerja/tahun. Tahun dasar
2020: Rp55,33 juta/tenaga
kerja (Sumber data: Survei
Angkatan Kerja Nasional).

Kabupaten/Kota.
3. Pada tahun 2030, menggandakan |3.1 Meningkatnya nilai tambah 1. Kementerian Koordinator Bidang
produktivitas pertanian dan per tenaga kerja pertanian Perekonomian;

2. Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Kementerian Keuangan;

Kementerian Pertanian;

Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

6. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;

ok w

SK No 001685 C
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7. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Pemerintah Daerah Provinsi;
9. Pemerintah Daerah
: Kabupaten /Kota.
4. Pada tahun 2030, menjamin 4.1 Terlindunginya lahan baku 1. Kementerian Koordinator Bidang
sistem produksi pangan yang sawah yang ditetapkan Perekonomian;
berkelanjutan dan menerapkan sebagai Lahan Pertanian 2. Kementerian Perencanaan
praktek pertanian tangguh yang Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pembangunan Nasional/Badan
meningkatkan produksi dan menjadi 100%. Tahun dasar Perencanaan Pembangunan
produktivitas, membantu menjaga 2019: 50% (Sumber data: Nasional;
ekosistem, memperkuat kapasitas Kementerian Pertanian). 3. Kementerian Keuangan;
adaptasi terhadap perubahan 4. Kementerian Pertanian;
iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, 5. Kementerian Pekerjaan Umum
banjir, dan bencana lainnya, serta dan Perumahan Rakyat;
secara progresif memperbaiki 6. Kementerian Agraria dan Tata
kualitas tanah dan lahan. Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
7. Kementerian Dalam Negeri;

S

P
AN

No 651485 C

8. Pemerintah . . .
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8. Pemerintah Daerah Provinsi;
9. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.
5. Pada tahun 2020, mengelola 5.1 Terlindunginya sumber daya | 1. Kementerian Koordinator Bidang
keragaman genetik benih, genetika tanaman dan hewan Perekonomian;

tanaman budidaya dan hewan

ternak dan peliharaan dan spesies

liar terkait, termasuk melalui
bank benih dan tanaman yang
dikelola dan dianekaragamkan
dengan baik di tingkat nasional,
regional dan internasional, serta
meningkatkan akses terhadap
pembagian keuntungan yang adil
dan merata, hasil dari

pemanfaatan sumber daya genetik

dan pengetahuan tradisional
terkait, sebagaimana yang
disepakati secara internasional.

sumber pangan dan
pertanian menjadi 4.250
aksesi. Tahun dasar 2020:
4.655 aksesi tanaman
pangan (Sumber data:
Kementerian Pertanian);
Meningkatnya jumlah
varietas unggul tanaman
baru yang dilepas setiap
tahunnya menjadi 30
varietas dan 8 galur hewan
ternak. Tahun dasar 2020:
21 varietas dan 8 galur
(Sumber data: Kementerian
Pertanian).

2. Kementerian Perencanaan ‘
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian Pertanian;

5. Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

6. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

7. Pemerintah Daerah Provinsi;

8. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

SK No 004357 C
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III. Menjamin
kehidupan yang
sehat dan
meningkatkan
kesejahteraan
seluruh penduduk
semua usia.

. Padé- tahun 2‘030,‘ mengurangi

rasio angka kematian ibu hingga
kurang dari 70 per 100.000
kelahiran hidup.

1.1 Mehurunnya angka kematian

ibu per 100.000 kelahiran
hidup menjadi 183. Tahun
dasar 2015: 305 (Sumber
data: Survei Penduduk Antar
Sensus 20195).

1.2

Meningkatnya persentase
persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan
menjadi 95%. Tahun dasar
2020: 87,91% (Sumber data:
Survei Sosial Ekonomi
Nasional).

kW

Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Agama;
Kementerian Sosial;

. Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah

SK No 001372 C
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Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
12. Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
13. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;
14. Pemerintah Daerah Provinsi;
15. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

2. Pada tahun 2030, mengakhiri 2.1 Menurunnya angka kematian | 1. Kementerian Koordinator Bidang
kematian bayi baru lahir dan bayi per 1.000 KH (Kelahiran Pembangunan Manusia dan
balita yang dapat dicegah, dengan Hidup) menjadi 16. Tahun Kebudayaan;
seluruh negara berusaha dasar 2017: 24 (Sumber 2. Kementerian Perencanaan
menurunkan angka kematian data: Survei Demografi dan Pembangunan Nasional/Badan
neonatal setidaknya hingga 12 per Kesehatan Indonesia 2017). Perencanaan Pembangunan
1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan  |2.2 Menurunnya angka kematian Nasional;

Angka Kematian Balita 25 per neonatal per 1.000 KH 3. Kementerian Keuangan;
1.000. (Kelahiran Hidup) menjadi 4. Kementerian Kesehatan;
10. Tahun dasar 2017: 15 5. Kementerian Pemberdayaan

(Sumber . . .
SK No 053194 C
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(Sumber data: Survei
Demografi dan Kesehatan
Indonesia 2017).

O 0N O

11.

12.
13.

Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Sosial;
Kementerian Agama;
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

. Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional;
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

3. Pada tahun 2030, mengakhiri

epidemi AIDS, tuberkulosis,
malaria, dan penyakit tropis yang
terabaikan, dan memerangi

3.1

Menurunnya insidensi HIV
(per 1.000 penduduk yang
tidak terinfeksi HIV) menjadi
0,18. Tahun dasar 2020:

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan

SK No 053195 C
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hepatitis, penyakit bersumber air,

serta penyakit menular lainnya.

O 18 (Sumber data

Kementerian Kesehatan).

NOoO kW

© 0

10.

11.

12.

13.

Pembangunan Nas1onal / Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Agama;

Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
Kementerian Sosial;
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Kementerian Pemuda dan
Olahraga;

Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Pendidikan,

SK No 001369 C
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14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Ketenagakerjaan;
Kementerian Perhubungan;
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Tentara Nasional Indonesia;
Kementerian Pertahanan;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

3.2 Menurunnya insidensi
Tuberkulosis (TB) per
100.000 penduduk menjadi
190. Tahun dasar 2019: 312

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan

SK No 053192 C
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| (Sl.,u.‘nber. data: ' Global ‘

Tuberculosis Report 2020).

SRl

9.

10.

11.

12.

Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan,
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Sosial;
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Kementerian Agama;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Badan Usaha Milik
Negara,

Badan Riset dan Inovasi

SK No 001367 C
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13.

14.

15.
16.

Nasional;

Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

3.3 Meningkatnya jumlah
kabupaten/kota yang
mencapai eliminasi malaria
menjadi 405. Tahun dasar
2020: 312 (Sumber data:
Kementerian Kesehatan).

1.

Nk w

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional,

Kementerian Keuangan;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Sosial;
Kementerian Pendidikan,

SK No 001366 C
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Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,
8. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
9. Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral,;
10. Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
14. Pemerintah Daerah Provinsi;
15. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
3.4 Menurunnya insidensi 1. Kementerian Koordinator Bidang
Hepatitis B menjadi 1,09%. Pembangunan Manusia dan
Tahun dasar 2019: - Kebudayaan,;

(Sumber . ..
SK No 053178 C
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(Sumber data: Kementerian

Kesehatan).

ook W

Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional,

Kementerian Keuangan,;
Kementerian Kesehatan;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota.

3.5

Meningkatnya jumlah
kabupaten /kota dengan
eliminasi kusta menjadi
sebanyak 514. Tahun dasar
2020: 401 (Sumber data:
Kementerian Kesehatan).

[

oL

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Sosial;

SK No 001364 C
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6. Kementerian Agama;

7. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

8. Pemerintah Daerah Provinsi;

9. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

3.6 Meningkatnya jumlah 1. Kementerian Koordinator Bidang
kabupaten/kota endemis Pembangunan Manusia dan
filariasis yang mencapai Kebudayaan;
eliminasi menjadi 190. 2. Kementerian Perencanaan
Tahun dasar 2020: 64 Pembangunan Nasional/Badan
(Sumber data: Kementerian Perencanaan Pembangunan
Kesehatan). Nasional;

3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian Kesehatan;

5. Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

SK No 001363 C
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4. Pada tahun 2030, mengurangi
hingga sepertiga angka kematian
dini akibat penyakit tidak
menular, melalui pencegahan dan
pengobatan, serta meningkatkan
kesehatan mental dan
kesejahteraan.

4.1 Menurunnya persentase
merokok pada penduduk
usia 10-18 tahun menjadi
8,7%. Tahun dasar 2018:
9,1% (Sumber data: Riset
Kesehatan Dasar 2018).

1.

ook

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Sosial;
Kementerian Pemuda dan
Olahraga;

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

SK No 004425 C
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Kementerian Agama;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Pertanian;
Kementerian Ketenagakerjaan;
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

Kementerian Perdagangan;
Kementerian Perindustrian;
Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah

SK No 004426 C
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Kabubaten/‘Kbté. "

4.2 Tidak meningkatnya
prevalensi tekanan darah
tinggi, dengan target sebesar
34,1%. Tahun dasar 2018:
34,1% (Sumber data: Riset
Kesehatan Dasar 2018).

abkow

7.
8.
9

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pemuda dan
Olahraga;

Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Kementerian Ketenagakerjaan,;
Kementerian Perdagangan;
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;

10. Pemerintah Daerah Provinsi;

SK No 001360 C
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Kabupaten/Kota.

4.3 Tidak meningkatnya 1. Kementerian Koordinator Bidang
prevalensi obesitas pada Pembangunan Manusia dan
penduduk usia >18 tahun, Kebudayaan;
dengan target sebesar 21,8%. | 2. Kementerian Perencanaan
Tahun dasar 2018: 21,8% Pembangunan Nasional/Badan
(Sumber data: Riset Perencanaan Pembangunan
Kesehatan Dasar 2018). Nasional;

3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian Kesehatan;

5. Kementerian Perdagangan;

6. Kementerian Perindustrian;

7. Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

8. Kementerian Ketenagakerjaan;

9. Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
10. Kementerian Pemuda dan Olah

Raga . ..
SK No 001359 C
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11.

12.
13.

Raga;

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. ,

5. Memperkuat pencegahan dan

pengobatan penyalahgunaan zat,
termasuk penyalahgunaan
narkotika dan penggunaan
alkohol yang membahayakan.

5.1 Meningkatnya jumlah
penyalahgunaan napza yang
mendapatkan pelayanan
rehabilitasi medis menjadi
11.500. Tahun dasar 2020:
9.583 orang (Sumber data:
Kementerian Kesehatan).

1.

ko

N

Kementerian Koordinator Bidan
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan,;
Kementerian Sosial;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan

SK No 053179 C
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Indonesia 2017).

Teknologi;

8. Kementerian Pemuda dan
Olahraga,;

9. Badan Narkotika Nasional;

10. Mahkamah Agung;

11. Kejaksaan Agung Republik
Indonesia;

12. Pemerintah Daerah Provinsi;

13. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

6. Pada tahun 2030, menjamin 6.1 Meningkatnya angka 1. Kementerian Koordinator Bidang
akses universal terhadap layanan prevalensi kontrasepsi Pembangunan Manusia dan
kesehatan seksual dan modern (quem Kebudayaan;

i Contraceptive Prevalence Rate Y ’
D e :
reproduksi, .termasul.i keluarga /MCPR) menjadi 63,4% 2. Kementerian Perenfzanaan
berencana, informasi dan (Tahun dasar 2017: 57,2%), Pembangunan Nasional/ Badan
pendidikan, dan integrasi serta menurunnya Perencanaan Pembangunan
kesehatan reproduksi ke dalam perse?éaslg g(ebutu};le_lr(l KB , Nasional;
. . yang tidak terpenuhi (unme . .
strategi dan program nasional. Teed KB) menjadi 7,4% i . Iéementer%an Eeua}rllgan,‘
(Tahun dasar 2017: 10,6%). | & Kementeran teve atan;
(Sumber data: Survei 5. Kementerian Dalam Neger;
Demografi dan Kesehatan 6. Kementerian Pemberdayaan

SK No 004428 C
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Perempuan dan Perlindungan
Anak;
7. Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
8. Pemerintah Daerah Provinsi;
9. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
6.2 Menurunnya Angka 1. Kementerian Koordinator Bidang
Kelahiran Remaja (Age Pembangunan Manusia dan
Specific Fertility Rate/ASFR) Kebudayaan;
umur 15-19 tahun menjadi 2. Kementerian Perencanaan
18. Tahun dasar 2017: 36 Pembangunan Nasional/Badan
(Sumber data: Survei Perencanaan Pembangunan
Demografi dan Kesehatan Nasional,;
Indonesia 2017). 3. Kementerian Keuangan;

SK No 053193 C
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7. Mencapai cakupan kesehatan

universal, termasuk perlindungan
risiko keuangan, akses terhadap
pelayanan kesehatan dasar yang
baik, dan akses terhadap obat-
obatan dan vaksin dasar yang
aman, efektif, berkualitas, dan
terjangkau bagi semua orang.

6.3 Menurunnya Angka 4. Kementerian Kesehatan;
Kelahiran Total (Total Fertility | S. Kementerian Dalam Negeri;
Rate/ TFR) menjadi 2,1. 6. Kementerian Pemberdayaan
Tahun dasar 2017: 2,41 Perempuan dan Perlindungan
(Sumber data: Survei Anak;

Demografi dan Kesehatan 7. Badan Kependudukan dan
Indonesia 2017). Keluarga Berencana Nasional;
8. Pemerintah Daerah Provinsi;
9. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

7.1 Meningkatnya cakupan 1. Kementerian Koordinator Bidang
Penerima Bantuan Iuran Pembangunan Manusia dan
(PBI) Jaminan Kesehatan Kebudayaan;

Nasional dari 40 persen 2. Keenterian Perencanaan
penduduk berpendapatan Pembangunan Nasional/Badan
terbawah menjadi 112,9 juta Perencanaan Pembangunan
penduduk. Tahun dasar Nasional,;

2020: 96,6 juta penduduk 3. Kementerian Keuangan;
(Sumber data: Badan 4. Kementerian Kesehatan;
Penyelenggara Jaminan 5. Kementerian Dalam Negeri;

]

SK No 004430 C
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Sosial Kesehatan). 6. Kementerian Sosial;
7. Badan Pusat Statistik;
8. Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

9. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;

10. Dewan Jaminan Sosial Nasional;

11. Pemerintah Daerah Provinsi;

12. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

8. Memperkuat pelaksanaan the 8.1 Menurunnya persentase 1. Kementerian Koordinator Bidang
Framework Convention on Tobacco merokok pada penduduk Pembangunan Manusia dan
Control WHO di seluruh negara usia 10-18 tahun menjadi Kebudayaan;
sebagai langkah yang tepat. 8,7%. Tahun dasar 2018: 2. Kementerian Koordinator Bidang

9,1% (Sumber data: Riset Perekonomian;
Kesehatan Dasar 2018). 3. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Kementerian Keuangan;

SK No 001354 C
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L

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Pemuda dan
Olahraga,;

Kementerian Pertanian;
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Sosial;
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Kementerian Agama;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Pertanian;
Kementerian Ketenagakerjaan;
Kementerian Perdagangan;
Kementerian Perindustrian;
Kementerian Pekerjaan Umum

SK No 004431 C
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19.

20.

21.

22,
23.

dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

9. Mendukung penelitian dan

pengembangan vaksin dan obat
penyakit menular dan tidak
menular yang terutama
berpengaruh terhadap negara
berkembang, menyediakan akses
terhadap obat dan vaksin dasar
yang terjangkau, sesuai the Doha

9.1 Meningkatnya persentase
imunisasi dasar lengkap
pada anak usia 12-23 bulan
menjadi 90%. Tahun dasar
2020: 70% (Sumber data:
Kementerian Kesehatan).

1.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Kesehatan;

SK No 001352 C
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Declaration tentang the TRIPS
Agreement and Public Health, yang
menegaskan hak negara
berkembang untuk menggunakan
secara penuh ketentuan dalam
Kesepakatan atas Aspek-Aspek
Perdagangan dari Hak Kekayaan
Intelektual terkait keleluasaan
untuk melindungi kesehatan
masyarakat, dan khususnya,
menyediakan akses obat bagi
semua.

5. Kementerian Dalam Negeri;

6. Kementerian Agama;

7. Kementerian Badan Usaha Milik
Negara;

8. Pemerintah Daerah Provinsi;

9. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

9.2 Meningkatnya persentase
puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial
menjadi 96%. Tahun dasar

2020: 92,12% (Sumber data:

Kementerian Kesehatan).

1. Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

2. Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional,

Kementerian Keuangan;

Kementerian Kesehatan;

Kementerian Dalam Negeri;

Kementerian Badan Usaha Milik

Negara;

Kementerian Perhubungan;

oo AW

N

SK No 053181 C
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Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

10. Meningkatkan secara signifikan

pembiayaan kesehatan dan
rekrutmen, pengembangan,
pelatihan, dan retensi tenaga
kesehatan di negara berkembang,
khususnya negara kurang
berkembang, dan negara
berkembang pulau kecil.

10.1 Meningkatnya persentase
puskesmas dengan jenis
tenaga kesehatan sesuai
standar menjadi 83%
Tahun dasar 2020: 39,9%
(Sumber data: Kementerian
Kesehatan).

onHw

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan,
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,

Badan Kepegawaian Negara,

SK No 004432 C
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Pemerintah Daerah Provinsi;

10. Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.
11. Memperkuat kapasitas semua 11.1 Meningkatkan pengendalian | 1. Kementerian Koordinator Bidang
negara, khususnya negara Eﬁnyakltt, dengari{perc}ilatlan Pembangunan Manusia dan
. Uusus termasuxk pada Kebuda aan;
b_erkembang tentang peringatan emerging diseases dan 5 Kementg ciom P
rangan risiko dan . . . an Perencanaan
dini, pengurang penyakit yang berpotensi Pembangunan Nasional/Badan
manajemen risiko kesehatan menimbulkan kejadian luar gu
. ] Perencanaan Pembangunan
nasional dan global. biasa, mencakup: Nasional:
pencegahan dan asional; )
pengendalian faktor risiko | 3- Kementerian Keuangan;
penyakit termasuk 4. Kementerian Kesehatan; .
perluasan cakupan deteksi | 5. Kementerian Dalam Negeri;
dini, penguatan surveilans | 6. Kementerian Luar Negeri;
real time, serta penguatan 7. Kepolisian Negara Republik
health security terutama Indonesia;
peningkatan kapasitas | 8. Tentara Nasional Indonesia;
untuk pencegahan, deteksi, | 9. Kementerian Pertahanan;
dan respon cep;éiterhadap 10. Kementerian Perhubungan;
?;;’(I?l?;nsirlli %%Ir?éu a‘zan alert 11. Kementerian Pertanian;
Ly . 12. Pemerintah Daerah Provinsi;
system kejadian luar biasa 13. Pemerintah Daerah

dan karantina kesehatan.

SK No 001397 C
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pendidikan yang
inklusif dan merata
serta meningkatkan
kesempatan belajar
sepanjang hayat
untuk semua.

bahwa semua anak perempuan
dan laki- laki menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah
tanpa dipungut biaya, setara, dan
berkualitas, yang mengarah pada
capaian pembelajaran yang
relevan dan efektif.

di atas Standar Kompetensi
Minimum dalam Tes PISA
menjadi 34,1% untuk
membaca dan 30,9% untuk
matematika. Tahun dasar
2019: 30,1% untuk
membaca; dan 28,1% untuk
matematika (Sumber data:
Programme for International
Student Assessment/PISA).

1.2

Meningkatnya tingkat
penyelesaian pendidikan
untuk SD/sederajat menjadi
sebesar 98,94%,
SMP/sederajat menjadi
sebesar 93,33%, dan

SMA /sederajat menjadi
sebesar 71,71%. Tahun
dasar 2020: SD/sederajat
96,00%; SMP/sederajat
87,89%, dan SMA /sederajat

NOow

44-
Kabupaten/Kota.
IV. Menjamin kualitas . Pada tahun 2030, menjamin 1.1 Meningkatnya proporsi anak | 1. Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Agama,;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

SK No 001396 C
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Sosial Ekonomi Nasional).

63,§5A> (éumber data: Survei |

2. Pada tahun 2030, menjamin
bahwa semua anak perempuan
dan laki- laki memiliki akses
terhadap perkembangan dan
pengasuhan anak usia dini,
pengasuhan, pendidikan pra-
sekolah dasar yang berkualitas,
sehingga mereka siap untuk
menempuh pendidikan dasar.

2.1

Meningkatnya persentase
anak kelas 1 SD/MI/SDLB
yang pernah mengikuti
pendidikan anak usia dini
menjadi 72,77%. Tahun
dasar 2020: 62,48% (Sumber
data: Survei Sosial Ekonomi
Nasional).

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Agama;
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Kesehatan;
Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota.

SK No 071036 C

3. Pada. ..




it

kewirausahaan.

2
g
£
%,
PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA
46-
TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN TPB 2024 INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
3. Pada tahun 2030, menjamin 3.1 Meningkatnya Angka 1. Kementerian Koordinator Bidang
akses yang sama bagi semua Partisipasi Kasar (APK) Pembangunan Manusia dan
perempuan dan laki-laki, Perguruan Tinggi (PT) Kebudayaan;
terhadap pendidikan teknik, menjadi 32,28%. Tahun 2. Kementerian Perencanaan
kejuruan dan pendidikan tinggi, dasar 2020: 30,85% (Sumber Pembangunan Nasional/Badan
termasuk universitas, yang data: Survei Sosial Ekonomi Perencanaan Pembangunan
terjangkau dan berkualitas. Nasional). Nasional;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Agama,;
5. Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi. |
~ Pada tahun 2030, meningkatkan | 4.1 Meningkatnya pemanfaatan | 1. Kementerian Koordinator Bidang
secara signifikan jumlah pemuda Teknologi Informasi dan Pembangunan Manusia dan
dan orang dewasa yang memiliki Komunikasi (TIK) dalam Kebudayaan;
keterampilan yang relevan, pembelajaran. 2. Kementerian Perencanaan
termasuk keterampilan teknik Pembangunan Nasional/Badan
dan kejuruan, untuk pekerjaan, Ezrseirggz?aan Pembangunan
pekerjaan yang layak dan 3. Kemente;‘ian Keuangan,

SK No 004433 C
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Tinggi sebesar 0,28 (Sumber
data: Survei Sosial Ekonomi
Nasional).

4. Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

5. Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

6. Kementerian Agama;

7. Kementerian Perindustrian;

8. Pemerintah Daerah Provinsi;

9. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

5. Pada tahun 2030, menghilangkan | 5.1 Meningkatnya rasio Angka 1. Kementerian Koordinator Bidang
disparitas gender dalam P artisipast Kasar (AP K)O untuk Pembangunan Manusia dan
pendidikan, dan menjamin akses %O % Termiskin dan 20% Kebudayaan;

. erkaya untuk tingkat .
yang sama untuk semua tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat 2. Kementerian Perenpanaan
pendidikan dan pelatihan menjadi sebesar 0,83 dan Pembangunan Nasional/Badan
kejuruan, bagi masyarakat rentan tingkat Pendidikan Tinggi Perencanaan Pembangunan
termasuk penyandang cacat, menjadi sebesar 0,32. Tahun Nasional;
masyarakat penduduk asli, dan dasar 202(;:7$MA/ Sedel.‘glit 3. Kementerian Keuangan;
anak-anak dalam kondisi rentan. sebesar 0,77; dan Pendidikan 4. Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

SK No 053165 C
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. Kementerian Agama,;

6. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

7. Pemerintah Daerah Provinsi.

6. Pada tahun 2030, menjamin 6.1 Meningkatnya kualitas 1. Kementerian Koordinator Bidang
bahwa semua remaja dan pengajaran dan Pembangunan Manusia dan
proporsi kelompok dewasa pembelajaran, melalui Kebudayaan;
tertentu, baik laki-laki maupun penerapan kurikulum 2. Kementerian Perencanaan
perempuan, memiliki kemampuan dengan memberikan Pembangunan Nasional/Badan
literasi dan numerasi. penguatan pengajaran Perencanaan Pembangunan

berfokus pada kemampuan Nasional;

literasi/keaksaraan di semua | 3. Kementerian Keuangan;

jenjang. 4. Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

5. Kementerian Agama;

6. Pemerintah Daerah Provinsi;

7. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

SK No 001392 C
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7. Membangun dan meningkatkan
fasilitas pendidikan yang ramah
anak, ramah penyandang cacat
dan gender, serta menyediakan
lingkungan belajar yang amarn,
anti kekerasan, inklusif dan
efektif bagi semua.

7.1 Mendorong pemerataan

akses dan wajib belajar 12
tahun salah satunya melalui
program penyediaan sarana
dan prasarana pendidikan.

1.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,

Kementerian Agama;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

SK No 004434 C
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8. Pada tahun 2020, secara

signifikan memperluas secara
global, jumlah beasiswa bagi
negara berkembang, khususnya
negara kurang berkembang,
negara berkembang pulau kecil,
dan negara-negara Afrika, untuk
mendaftar di pendidikan tinggi,
termasuk pelatihan kejuruan,
teknologi informasi dan
komunikasi, program teknik,
program rekayasa dan ilmiah, di
negara maju dan negara
berkembang lainnya.

8.1 Disalurkannya beasiswa
kemitraan negara
berkembang kepada
mahasiswa asing sejumlah
560 orang. Tahun dasar
2019: 549 orang (Sumber
data: Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi).

1.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi.

. Pada tahun 2030, secara

signifikan meningkatkan pasokan
guru yang berkualitas, termasuk
melalui kerja sama internasional
dalam pelatihan guru di negara
berkembang, terutama negara
kurang berkembang, dan negara
berkembang kepulauan kecil.

9.1 Meningkatnya pengelolaan
dan penempatan pendidik
dan tenaga kependidikan
melalui program pendidikan
profesi guru dan peningkatan
kualifikasi pendidik.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan,

SK No 004358 C
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Kérﬁenterian Pendhidikar-lv, -

Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Agama;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

V. Mencapai kesetaraan
gender dan
memberdayakan
perempuan.

1. Mengakhiri segala bentuk
diskriminasi terhadap kaum
perempuan di mana pun.

1.1 Menguatnya kebijakan dan
regulasi peningkatan
kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia,;

SK No 001385 C
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6. Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan;
7. Pemerintah Daerah Provinsi;
8. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

2. Menghilangkan segala bentuk 2.1 Meningkatnya perlindungan | 1. Kementerian Koordinator Bidang
kekerasan terhadap kaum perempuan, termasuk Pembangunan Manusia dan
perempuan di ruang publik dan pekerja migran dari Kebudayaan,;
pribadi, termasuk perdagangan kekerasan dan Tindak 2. Kementerian Perencanaan
manusia dan eksploitasi seksual, Pidana Perdagangan Orang Pembangunan Nasional/Badan
serta berbagai jenis eksploitasi (TPPO). Perencanaan Pembangunan
lainnya. 2.2 Menurunnya prevalensi Nasional;

kekerasan terhadap 3. Kementerian Keuangan,
perempuan usia 15-64 tahun | 4. Kementerian Pemberdayaan
di 12 bulan terakhir. Tahun Perempuan dan Perlindungan
dasar 2016: 9,4% (Sumber Anak;

data: Survei Pengalaman 5. Kementerian Kesehatan,;
Hidup Perempuan Nasional 6. Kementerian Agama,

2016). 7. Kementerian Sosial;

SK No 001794 C
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

» Ke‘ﬁi-énté)rian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

Kejaksaan Agung Republik
Indonesia,;

Mahkamah Agung;

Komisi Perlindungan Anak
Indonesia,

Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan;
Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban;

Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Kementerian Luar Negeri;
Kementerian Ketenagakerjaan,;
Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia;
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Kementerian Dalam Negeri,;

SK No 002992 C
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20.\ Pemerintah Daerah Provinsi; |
21. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

3. Menghilangkan semua praktik

berbahaya, seperti pernikahan
anak, pernikahan dini dan paksa,
serta sunat perempuarn.

3.1 Menurunnya persentase
perempuan umur 20-24
tahun yang menikah sebelum
18 tahun menjadi 8,74%.
Tahun dasar 2020: 10,35%
(Sumber data: Survei Sosial
Ekonomi Nasional).

1.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Agama;
Mahkamah Agung;

SK No 001380 C
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9.

10.
11.
12.

13.
14.

Komisi Perlindungan Anak
Indonesia;

Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,
Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan;
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

4. Menjamin partisipasi penuh dan

efektif, dan kesempatan yang
sama bagi perempuan untuk
memimpin di semua tingkat
pengambilan keputusan dalam
kehidupan politik, ekonomi, dan
masyarakat.

4.1 Meningkatnya keterwakilan
perempuan di DPR RI
menjadi 22,52%, DPRD
Provinsi menjadi 20%, dan
DPRD Kabupaten/Kota
menjadi 17%. Tahun dasar
Hasil Pemilu 2019 untuk
DPR RI: 20,52%, DPRD
Provinsi: 17,53%, dan DPRD
Kabupaten/Kota: 15,72%
(Sumber data: Komisi
Pemilihan Umum).

1.

2.

Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan;
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;

SK No 001391 C
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4.2 Meningkatnya Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG).

Tahun dasar 2020: 75,57%
(Sumber data: Badan Pusat
Statistik).

5. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Komisi Pemilihan Umum;
Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

O e N

5. Menjamin akses universal

terhadap kesehatan seksual dan
reproduksi, dan hak reproduksi
seperti yang telah disepakati
sesuai dengan Programme of
Action of the International
Conference on Population and
Development and the Beijing
Platform serta dokumen-dokumen
hasil reviu dari konferensi-
konferensi tersebut.

5.1 Meningkatnya akses dan
kualitas pelayanan Keluarga
Berencana dan kesehatan
reproduksi.

1. Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

2. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

SK No 004359 C
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. Be{dan Kependi:ldﬁkén dan )

Keluarga Berencana Nasional,;

6. Kementerian Kesehatan;

7. Kementerian Agama;

8. Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

9. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

10. Kementerian Dalam Negeri;

11. Pemerintah Daerah Provinsi;

12. Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

6. Melakukan reformasi untuk 6.1 Menguatnya kebijakan dan 1. Kementerian Koordinator Bidang
memberi hak yang sama kepada regulasi peningkatan Pembangunan Manusia dan
perempuan ter hadap sumber daya kesetaraan gender dan Kebudayaan;
ekonomi, serta akses terhadap pemberdayaan perempuan. 2. Kementerian Perencanaan
kepemilikan dan kontrol atas Pembangunan Nasional/Badan
ta}'lalf} dan bentuk kepermhkan Perencanaan Pembangunan
lain, jasa keuangan, warisan dan Nasional:
sumber daya alam, sesuai dengan .
hukum nasional. 3. Kementerian Keuangan;

SK No 001383 C
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Kementerian 'Pemberrdayaar‘x

Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

7. Meningkatkan penggunaan
teknologi yang memampukan,
khususnya teknologi informasi
dan komunikasi untuk
meningkatkan pemberdayaan
perempuan.

7.1

Meningkatnya proporsi
individu yang
menguasai/memiliki telepon
genggam menjadi 75,7%.
Tahun dasar 2020: 57,48%
(Sumber data: Survei Sosial
Ekonomi Nasional).

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

SK No 001377 C
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Pemerintah Daerah, dan
pemerintah desa.

5. Kementerian Komunikasi dan

Informatika;

6. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengabh;

7 Kementerian Perindustrian;

8. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

9. Pemerintah Daerah Provinsi;

10. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

8. Mengadopsi dan memperkuat 8.1 Meningkatnya kesetaraan 1. Kementerian Koordinator Bidang
kebijakan yang baik dan gender dan pemberdayaan Pembangunan Manusia dan
perundang-undangan yang perempuan mlelalg ! Kebudayaan; _
berlaku untuk peningkatan penguatan peembagac 2. Kementerian Perencanaa

pengarusutamaan gender _
kesetaraan gender dan dan Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Badan
pemberdayaan kaum perempuan Penganggaran Responsif Perencanaan Pembangunan
di semua tingkatan. Gender (PPRG) di Nasional,
kementerian/lembaga, 3. Kementerian Keuangan;

SK No 004436 C
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4.

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

VI. Menjamin
ketersediaan serta
pengelolaan air
bersih dan sanitasi
yang berkelanjutan
untuk semua.

Pada tahun 2030, mencapai
akses universal dan merata
terhadap air minum yang aman
dan terjangkau bagi semua.

1.1 Persentase rumah tangga
yang menempati hunian
dengan akses air minum
layak 100% (dengan akses
jaringan perpipaan 30,45%)
dan persentase rumah
tangga yang menempati
hunian dengan akses air
minum aman 15%. Tahun
dasar 2020: 90,21% untuk
akses air minum layak,

kW

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Kesehatan;
Pemerintah Daerah Provinsi;

SK No (53185 C
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20,69% untuk akses air 6. Pemerintah Daerah
minum perpipaan, dan Kabupaten/Kota.
11,9% untuk akses air
minum aman (Sumber data:
Survei Sosial Ekonomi
Nasional Badan Pusat
Statistik dan Survei Kualitas
Air Minum, Kementerian
Kesehatan).
Pada tahun 2030, mencapai 2.1 Persentase rumah tangga 1. Kementerian Perencanaan
akses terhadap sanitasi dan yang menempati hunian Pembangunan Nasional/Badan
kebersihan yang memadai dan dengan akses sanitasi (air Perencanaan Pembangunan
merata bagi semua, dan limbah domestik) layak dan Nasional;
menghentikan praktik buang air aman sebesar 90% untuk 2. Kementerian Pekerjaan Umum
besar di tempat terbuka, layak, termasuk 15% untuk dan Perumahan Rakyat;
memberikan perhatian khusus aman. Tahun dasar 2020: 3. Kementerian Dalam Negeri;
pada kebutuhan kaum 79,53% untuk layak 4. Kementerian Kesehatan;
perempuan, serta kelompok termasuk 7,64% untuk aman | 5. Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

SK No 001795 C
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2.2 Persentase rumah tangga

yang masih mempraktikkan
Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) di
tempat terbuka sebesar 0%.
Tahun dasar 2020: 6,19%
(Sumber data: Survei Sosial
Ekonomi Nasional).

2.3 Jumlah sambungan rumah

yang terlayani SPALD-T skala
permukiman/kota/regional
(SR) sebesar 3,9 juta
sambungan. Tahun dasar
2019: £ 2,2 juta sambungan
rumah {(Sumber data:
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Rakyat).

2.4 Jumlah rumah tangga yang

terlayani Instalasi
Pengolahan Lumpur

6. Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

SK No 053166 C
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Tinja/IPLT (RT) sebesar 8,6
juta rumah tangga pada
periode tahun 2020-2024.
Tahun dasar 2019: £900 ribu
rumah tangga (Sumber data:
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat).

Pada tahun 2030, meningkatkan
kualitas air dengan mengurangi
polusi, menghilangkan
pembuangan, dan meminimalkan
pelepasan material dan bahan
kimia berbahaya, mengurangi
setengah proporsi air limbah yang
tidak diolah, dan secara
signifikan meningkatkan daur
ulang, serta penggunaan kembali
barang daur ulang yang aman
secara global.

3.1

Indeks Kualitas Air (IKA)
sebesar 55,5. Tahun dasar
2019: 52,65 (Sumber data:
Rencana Kerja Pemerintah
2021).

Ny o A

 Perencanaan Pembangunan

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan

Nasional,;
Kemmenterian Lingkungan Hidup
dan Kehutanarn;

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral,

Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah

Kabupaten . . .
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Pada tahun 2030, secara
signifikan meningkatkan efisiensi
penggunaan air di semua sektor,
dan menjamin penggunaan dan
pasokan air tawar yang
berkelanjutan untuk mengatasi
kelangkaan air, dan secara
signifikan mengurangi jumlah
orang yang menderita akibat
kelangkaan air.

4.1 Peningkatan ketersediaan air
baku domestik dan industri
(m3/detik) sebesar 131,36
m3/detik. Tahun dasar 2019:
81,36 m3/detik (Sumber
data: RPJMN 2020-2024).

1. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

3. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

4. Pemerintah Daerah Provinsi;

S. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2030, menerapkan
pengelolaan sumber daya air
terpadu di semua tingkatan,
termasuk melalui kerja sama
lintas batas yang tepat.

5.1 Jumlah dokumen kebijakan
PSDA terpadu pada seluruh
wilayah sungai kewenangan
pusat yang disusun
dan/atau diperbarui
sebanyak 64 dokumen

(Sumber data: Rencana Kerja

1. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

3. Kementerian Pekerjaan Umum

SK No 001410 C
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Pemerintah 2022)

dan Perumahan Rakyaf;
Kementerian Dalam Negeri;
Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada tahun 2020, melindungi dan
merestorasi ekosistem terkait
sumber daya air, termasuk
pegunungan, hutan, lahan basah,
sungai, air tanah, dan danau.

6.1 Indeks Kualitas Air (IKA)
sebesar 55,5. Tahun dasar
2019: 52,65 (Sumber data:
Rencana Kerja Pemerintah
2021).

4.
5.
1

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;

Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

SK No 004440 C
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VII. Menjamin akses
energi yang
terjangkau, andal,
berkelanjutan, dan
modern untuk
semua.

' Pad-é'tahun‘ ”2“>030, rnenjarmn

akses universal terhadap layanan
energi yang terjangkau, andal,
dan modern.

1.1 Meningkatﬁya rasio

Tahun dasar 2020: 99,20%
(Sumber data: Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral).

elektrifikasi mendekati 100%.

1.2 Meningkatnya konsumsi
listrik per kapita menjadi
1.400 KWh. Tahun dasar
2020: 1.089 KWh (Sumber
data: Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral).

1.3 Tercapainya jaringan gas 4
juta sambungan rumah
tangga. Tahun dasar 2020:
673.226 SR (Sumber data:
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral).

Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan
Investasi;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral,
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi,
Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Pada tahun 2030, meningkatkan

secara substansial proporsi energi

2.1 Bauran energi terbarukan
menuju 19,50%. Tahun

Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan

SK No 001467 C
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terbarukan dalam bauran energi dasar 2020: 11,30% (Sumber Investasi;
global. data: Kementerian Energi 2. Kementerian Perencanaan
dan Sumber Daya Mineral). Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
S. Kementerian Perindustrian;
6. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Pemerintah Daerah Provinsi;
8. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
3. Pada tahun 2030, meningkatkan |3.1 Intensitas energi primer 1. Kementerian Koordinator
dua kali lipat angka perbaikan menjadi 133,8 SBM/Miliar Bidang Kemaritiman dan
efisiensi energi global. Rupiah. Tahun dasar 2020: Investasi;
133,7 SBM/Miliar Rupiah 2. Kementerian Perencanaan
(Sumber data: Kementerian Pembangunan Nasional/Badan

Energi . . .

SK No (053173 C
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Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2030, memperluas
infrastruktur dan meningkatkan
teknologi untuk penyediaan
layanan energi modern dan
berkelanjutan bagi semua negara-
negara berkembang, khususnya
negara kurang berkembang,
negara berkembang pulau kecil
dan negara berkembang.

4.1 Kapasitas terpasang
pembangkit listrik dari energi
terbarukan menjadi 69,04
Watt/Kapita. Tahun dasar
2020: 38,77 Watt/Kapita
(Sumber data: Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral).

Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan
Investasi;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;

SK No 002951 C
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Kementerian Enérgi dan

Sumber Daya Mineral,
5. Kementerian Perindustrian;
6. Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

VIII. Meningkatkan Mempertahankan pertumbuhan 1.1 Meningkatnya Gross National | 1. Kementerian Koordinator
pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan Income (GNI) per kapita Bidang Perekonomian,;
ekonomi yang kondisi nasional dan khususnya, (Atlas Method) diharapkan 2. Kementerian Perencanaan
inklusif dan setidaknya 7% pertumbuhan menjadi USD5.810-6.000 per Pembangunan Nasional/Badan
berkelanjutan, produk domestik bruto per tahun kapita. Tahun dasar, 2020: Perencanaan Pembangunan
kesempatan kerja di negara kurang berkembang. USD3.870 (Sumber Nasional;
yang produktif dan data: World Bank). 3. Kementerian Keuangan;
menyeluruh, serta 4. Kementerian Perindustrian;
pekerjaan yang 5. Kementerian Pariwisata dan
layak untuk semua. Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
6. Kementerian Desa,

SK No 001464 C
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Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

7. Pemerintah Daerah Provinsi;
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota.

Mencapai tingkat produktivitas 2.1 Pertumbuhan PDB riil per 1. Kementerian Koordinator
ekonomiyang lebih tinggi, melalui orang yang bekerja Bidang Perekonomian;
diversifikasi, peningkatan dan meningkat menjadi 3,7- 2. Kementerian Perencanaan
inovasi teknologi, termasuk 4,5%. Tahun dasar 2020: - Pembangunan Nasional/Badan
melalui fokus pada sektor yang 1,84 (Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan
memberi nilai tambah tinggi dan Pusat Statistik). Nasional,;
padat karya. 3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian Ketenagakerjaan;

5. Kementerian Perindustrian;

6. Kementerian Pertanian;

7. Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;

SK No 001775 C
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8. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
9. Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
10. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Pemerintah Daerah Provinsi;
12. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Menggalakkan kebijakan 3.1 Akses layanan keuangan 1. Kementerian Koordinator Bidang
pembangunan yang mendukung formal usaha mikro, kecil Perekonomian,;
kegiatan produktif, penciptaan dan menengah (UMKM) 2. Kementerian Perencanaan
lapangan kerja layak, 30,8%. Tahun dasar 2020: Pembangunan Nasional/Badan
kewirausahaan, kreativitas dan 24,39% (Sumber data. Perencanaan Pembangunan
inovasi, dan mendorong Kementerian Koperasi dan Nasional;
formalisasidan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah 3. Kementerian Keuangan;
usaha mikro, kecil, dan dan Otoritas Jasa 4. Kementerian Ketenagakerjaan;
menengah, termasuk melalui Keuangan). 5. Kementerian Koperasi dan
akses terhadap jasa keuangan. Usaha Kecil dan Menengah;

SK No 004442 C
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6. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
8. Bank Indonesia;
9. Otoritas Jasa Keuangan,
10. Pemerintah Daerah Provinsi;
11. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Meningkatkan secara progresif, 4.1 Tersusunnya dokumen 1. Kementerian Koordinator Bidang
hingga 2030, efisiensi sumber strategi pelaksanaan Perekonomian,;
daya global dalam konsumsi dan pencapaian sasaran pola 2. Kementerian Koordinator Bidang
produksi, serta usaha melepas konsumsi dan produksi Kemaritiman dan Investasi;
kaitan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebanyak 10 3. Kementerian Perencanaan
dari degradasi lingkungan, sesuai dokumen. Tahun dasar Pembangunan Nasional/Badan
dengan the 10-Year Framework of 2020: 2 dokumen (Sumber Perencanaan Pembangunan
Programs on Sustainable data: Kementerian Nasional;
Consumption and Production, Lingkungan Hidup dan 4. Kementerian Keuangan,;
dengan negara-negara maju Kehutanan). 5. Kementerian Lingkungan Hidup

SK No 004443 C
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sebagai pengarah. dan Kehutanan;
6. Kementerian Pertanian;
7. Kementerian Perindustrian;
8. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
9. Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
| 10. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/JJasa Pemerintah;
12. Pemerintah Daerah Provinsi;
13. Pemerintah Daerah
L Kabupaten/Kota. ~ ]
5. Pada tahun 2030, mencapai 5.1 Tingkat pengangguran 1. Kementerian Koordinator Bidang
pekerjaan tetap dan produktif dan terbuka mecnurun dalam Perekonomian;
gzggr?lgigr{adnagr}?gik 12?5,1 semua rentang 3,6-4,3%. Tahun 2. Kementerian Perencanaaﬂnp B
termasuk . . .

SK No 004444 C
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termasuk bagi pemuda dan

dasar 2020: 7,07%

penyandang disabilitas, dan upah (Sumber data: Badan

yang sama untuk pekerjaan yang
sama nilainya.

Pusat Statistik).

Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan,

Kementerian Ketenagakerjaan;

Kementerian Perindustrian;

Kementerian Pertanian;

Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif;

8. Kementerian Pemuda dan
Olahraga;

9. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

10. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

11. Pemerintah Daerah Provinsi;

NO Ok

SK No 001776 C

12. Pemerintah . . .
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12. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020, secara
substansial mengurangi proporsi
pemuda yang tidak bekerje, tidak
menempuh pendidikan atau
pelatihan.

6.1 Meningkatnya kualitas
pemuda.

b w

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian,;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Ketenagakerjaan;
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

Kementerian Pemuda dan
Olahraga,

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
Pemerintah Daerah Provinsi;

SK No 004446 C

10. Pemerintah . . .
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10. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Mengambil tindakan cepat dan
untuk memberantas kerja paksa,
mengakhiri perbudakan dan
penjualan manusia,
mengamankan larangan dan
penghapusan bentuk terburuk
tenaga kerja anak, termasuk
perekrutan dan penggunaan
tentara anak-anak, dan pada
tahun 2025 mengakhiri tenaga
kerja anak dalam segala
bentuknya.

7.1 Menguatnya sistem
perlindungan anak yang
responsif terhadap
keragaman dan karakteristik
wilayah anak untuk
memastikan anak menikmati
haknya.

nalbe

®No Y

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional,;

Kementerian Keuangan,
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan.
Anak;

Kementerian Sosial;
Kementerian Ketenagakerjaan;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

SK No 004447 C
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Melindungi hak-hak tenaga kerja
dan mempromosikan lingkungan
kerja yang aman dan terjamin
bagi semua pekerja, termasuk
pekerja migran, khususnya
pekerja migran perempuan, dan
mereka yang bekerja dalam
pekerjaan berbahaya.

8.1 Meningkatkan perlindungan
tenaga kerja baik di dalam
maupun di luar negeri.

1.

2.

ook

=0 0N

11.

0.

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Ketenagakerjaan;
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
Kementerian Perindustrian;
Kementerian Pertanian;
Kementerian Perhubungan;
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Kesehatan;

]

SK No 004448 C
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12.

13.

14.

15.
16.

Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

Pada tahun 2030, menyusun dan
melaksanakan kebijakan untuk
mempromosikan pariwisata
berkelanjutan yang menciptakan
lapangan kerja dan
mempromosikan budaya dan
produk lokal.

9.1

Meningkatnya kontribusi
pariwisata menjadi 4,5%
terhadap PDB. Tahun dasar
2020: 4,0% (Sumber data:
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif).

Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan
Investast,

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional,;

Kementerian Keuangan;

SK No 004449 C
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9.2 Meningkatnya jumlah
wisatawan mancanegara
menjadi 16-17 juta. Tahun
dasar 2020: 4,05 juta
(Sumber data: Badan Pusat
Statistik).

9.3 Meningkatnya jumlah
perjalanan wisatawan
nusantara menjadi 320-335
juta perjalanan. Tahun dasar
2020: 198,24 juta (Sumber
data: Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif)

9.4 Meningkatnya devisa
pariwisata menjadi
USD21,5-22,9 Miliar. Tahun
dasar 2020: USD3,46 Miliar
(Sumber data: Neraca

4. Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

S. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

7. Pemerintah Daerah Provinsi;

8. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

SK No 001777 C
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10. Memperkuat kapasitas lembaga 10.1 Meningkatkan pendalaman | 1. Kementerian Koordinator
keuangan domestik untuk sektor keuangan. Bidang Perekonomian;
mendorong dan memperluas 2. Kementerian Perencanaan
akses terhadap perbankan, Pembangunan Nasional/Badan
asuransi dan jasa keuangan bagi Perencanaan Pembangunan
semua. Nasional;

Kementerian Keuangan;

Kementerian Dalam Negeri;

Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif;

Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

Otoritas Jasa Keuangan;

Bank Indonesia;

. Bank Daerah;

0. Pemerintah Daerah Provinsi;

aHw

o

=10 00 N

11. Pemerintah . . .
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11. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

IX. Membangun
infrastruktur yang
tangguh,
meningkatkan
industri inklusif
dan berkelanjutan,
serta mendorong
inovasi.

Mengembangkan infrastruktur
yang berkualitas, andal,
berkelanjutan dan tangguh,
termasuk infrastruktur regional
dan lintas batas, untuk
mendukung pembangunan
ekonomidan kesejahteraan
manusia, dengan fokus pada
akses yang terjangkau dan
merata bagi semua.

1.1 Meningkatnya kemantapan
jalan nasional menjadi 97%.
Tahun dasar 2020: 92%
(Sumber data: Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat).

1.2 Terbangunnya jalan tol
sepanjang 2.500 km. Tahun
dasar 2019: 1.461 km
(Sumber data: Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat).

1. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.

1.3 Bertambahnya panjang jalur
kereta api sepanjang 7.451
km. Tahun dasar 2020:
6.221 km (Sumber data:
Kementerian Perhubungan).

1. Kementerian Perhubungan.

SK No 053174 C
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1.4 Meningkatnya jumlah
bandara sebanyak 21 unit.
Tahun dasar 2019: 15
(Sumber data: Kementerian
Perhubungan).

1.5 Meningkatnya jumlah lokasi
pelabuhan penyeberangan
sebanyak 36 unit. Tahun
dasar 2019: 24 (Sumber
data: Kementerian
Perhubungan).

—— ]

Mempromosikan industrialisasi
inklusif dan berkelanjutan, dan
pada tahun 2030, secara
signifikan meningkatkan proporsi
industri dalam lapangan kerja
dan produk domestik bruto,

2.1 Meningkatnya kontribusi
industri manufaktur
terhadap PDB menjadi
21,0%. Tahun dasar 2020:
19,88% (Sumber data: Badan
Pusat Statistik).

2.2 Meningkatnya laju
pertumbuhan PDB industri

HON =

I

Kementerian Keuangan;
Kementerian Perindustrian;
Kementerian Perdagangan,;
Kementerian Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

SK No 001778 C
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sejalan dengan kondisi nasional,
dan meningkatkan dua kali lipat
proporsinya di negara kurang
berkembang.

manufaktur menjadi 8,1%.
Tahun dasar 2020: -2,93%
(Sumber data: Badan Pusat
Statistik).

7. Kementerian Perhubungan.

2.3 Meningkatnya proporsi

tenaga kerja di sektor
industri terhadap total

tenaga kerja menjadi 15,7%.

Tahun dasar 2020: 13,61%
(Sumber data: Badan Pusat
Statistik).

1. Kementerian Perindustrian.

Meningkatkan akses industri dan
perusahaan skala kecil,
khususnya di negara
berkembang, terhadap jasa
keuangan, termasuk kredit
terjangkau, dan
mengintegrasikan ke dalam

3.1

Meningkatnya proporsi nilai
tambah industri kecil
terhadap total nilai tambah
sektor industri.

1. Kementerian Perindustrian;

2. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

3. Kementerian Perdagangan.

3.2

Meningkatnya proporsi
industri kecil dengan

1. Kementerian Perindustrian;

SK No 053175 C
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rantai nilai dan pasar. pinjaman atau kredit 2. Kementerian Koperasi dan
sebanyak 5%. Tahun dasar Usaha Kecil dan Menengah;
2019: 2,4% (Sumber data: 3. Kementerian Perdagangan.
Survei Industri Mikro dan
Kecil).
Pada tahun 2030, meningkatkan | 4.1 Meningkatnya penurunan 1. Kementerian Koordinator
infrastruktur dan retrofit industri emisi gas rumah kaca sektor Bidang Perekonomian;
agar dapat berkelanjutan, dengan industri sebanyak 2,9%. 2. Kementerian Perencanaan
peningkatan efisiensi Tahun dasar 2019: 0,6% Pembangunan Nasional/Badan
penggunaan sumberdaya dan (Sumber data: Aplikasi Perencanaan Pembangunan
adopsi yang lebih baik dari Perencanaan Pemantauan Nasional,
teknologi dan proses industri Aksi 3. Kementerian Energi dan
bersih dan ramah lingkungan, Pembangunan/AKSARA). Sumber Daya Mineral,;
yang dilaksanakan semua negara 4. Kementerian Perhubungan;
sesuai kemampuan masing- 5. Kementerian Lingkungan
masing. Hidup dan Kehutanan,;
6. Kementerian Perindustrian;
7. Kementerian Pekerjaan Umum

SK No 053167 C
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dan Perumahan Rakyat;

i3

8. Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

9, Kementerian Pertanian,

10. Kementerian Dalam Negeri;

11. Kementerian Kesehatan;

12. Kementerian Keuangan;

13. Pemerintah Daerah Provinsi;

14. Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota;

15. Badan Usaha Milik Negara.
Memperkuat riset ilmiah, 5.1 Meningkatnya proporsi 1. Badan Riset dan Inovasi
meningkatkan kapabilitas pendanaan riset terhadap Nasional;
teknologi sektor industri di PDB. 2. Kementerian Pendidikan,
semua negara, terutama negara Kebudayaan, Riset, dan
berkembang, termasuk pada Teknologi;
tahun 2030, mendorong inovasi 3. Kementerian Perindustrian;
dan secara substansial 4. Kementerian Kesehatan.
meningkatkan jumlah pekerja 5.2 Meningkatnya proporsi 1. Badan Riset dan Inovasi
penelitian dan pengembangan per sumberdaya manusia Nasional;

2. Kementerian Pendidikan,

SK No (71033 C
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1 juta orang dan meningkatkan bidang ilmu pengetahuan Kebudayaan, Riset, dan
pembelanjaan publik dan swasta dan teknologi dengan gelar Teknologi;
untuk penelitian dan Doktor (S3) sebanyak 20%. |3. Pemerintah Daerah Provinsi;
pengembangan. Tahun dasar 2019: 14,08% | 4. Pemerintah Daerah

(Sumber data: Badan Riset Kabupaten/Kota.
dan Inovasi Nasional).

6. Mendukung pengembangan 6.1 Meningkatnya kontribusi 1. Kementerian Perindustrian;
teknologi domestik, riset dan ekspor produk industri 2. Kementerian Perdagangan,;
inovasi di negara-negara berteknologi tinggi sebanyak | 3. Badan Riset dan Inovasi
berkembang, termasuk dengan 13%. Tahun dasar 2019: Nasional.
memastikan lingkungan 10,7% (Sumber data: Badan
kebijakan yang kondusif, antara Pusat Statistik).
lain untuk diversifikasi industri
dan peningkatan nilai tambah
komoditas.

7. Secara signifikan meningkatkan 7.1 Meningkatnya persentase 1. Kementerian Komunikasi dan
akses terhadap teknologi penduduk yang terlayani Informatika.
informasi dan komunikasi, dan mobile broadband menjadi
mengusahakan penyediaan akses 100%. Tahun dasar 2020:
universal dan terjangkau internet 97,5% (Sumber data: Survei

di...
SK No 053176 C
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di negara-negara kurang
berkembang pada tahun 2020.

Sosial Ekonomi Nasional).

X. Mengurangi
kesenjangan intra
dan antarnegara.

Pada tahun 2030, secara
progresif mencapai dan
mempertahankan pertumbuhan
pendapatan penduduk yang
berada di bawah 40% dari
populasi pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nasional.

1.1 Menurunnya koefisien gini
menjadi 0,376-0,378. Tahun
dasar September 2020:
0,385 (Sumber data: Survei
Sosial Ekonomi Nasional).

1.2 Menurunnya tingkat
kemiskinan menjadi 8,5-
9,0%. Tahun dasar
September 2020: 10,19%
(Sumber data: Survei Sosial
Ekonomi Nasional).

menjadi 9.152 desa. Tahun
dasar 2019: 19.152 (Sumber
data: Indeks Desa).

1.3 Menurunnya Desa Tertinggal

1. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

2. Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,;

3. Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Kementerian Keuangan;

Kementerian Sosial;

Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

7. Kementerian Dalam Negeri;

ook
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1.4 Meningkatnya Desa Mandiri

menjadi 6.444 desa. Tahun
dasar 2019: 1.444 (Sumber
data: Indeks Desa).

1.5 Menurunnya jumlah daerah

tertinggal menjadi 37
kabupaten. Tahun dasar
2020: 62 (Sumber data:
Statistik Potensi Desa).

1.6 Menurunnya persentase
penduduk miskin di daerah

tertinggal menjadi 23,5-24%.

Tahun dasar 2020: 25,32%
(Sumber data: Badan Pusat
Statistik, diolah).

8. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

9. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

10. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;

11. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

12. Seluruh
Kementerian/Lembaga;

13. Pemerintah Daerah Provinsi;

14. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Menjamin kescmpatan yang sama | 2.1 Meningkatnya skor indeks

dan mengurangi kcsenjangan
hasil, termasuk dengan
menghapus hukum, kebijakan
dan praktik yang diskriminatif,

demckrasi Indonesia variabel

kebebasan menjadi 84,0.
Tahun dasar 2020: 79,40
(Sumber data: Perhitungan

Indeks Demokrasi Indonesia

1. Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;

2. Kementerian Koordinator
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